



DESKRIPSI WILAYAH PENULISAN 
 
4.1 Gambaran Umum kantor Perwakilan BKKBN Propinsi Bengkulu 
BKKBN dibentuk berdasarkan TAP MPR No. IV/1999 tentang GBHN. Tugas 
yang harus dijalani BKKBN Propinsi Bengkulu, yaitu melaksanakan tugas 
pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya tugas pokok, 
fungsi kantor BKKBN Propinsi Bengkulu ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
program dari BKKBN, fungsi tersebut adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan 
nasional dibidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera.  
Kantor perwakilan BKKBN Propinsi Bengkulu terletak di tengah Kota Bengkulu 
tepatnya di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang harapan, Kecamatan Singaran Pati 
Kota Bengkulu. Adapun visi dan misi Kantor BKKBN Propinsi Bengkulu adalah 
sebagai berikut : 
- Visi  : Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana 
- Misi : Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 
Dalam mempermudah pengkoordinasian terhadap masyarakat yang ada di daerah 
untuk pelaksanaan program-program BKKBN Pusat memalui BKKBN Propinsi 
Bengkulu, untuk itu terdapat kantor-kantor perwakilan di daerah yang tersebar di 
Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Bengkulu, yang terdiri dari : 
1. Kabupaten Bengkulu Utara 




2. Kabupaten Bengkulu Selatan 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana. 
3. Kabupaten Rejang Lebong 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana. 
4. Kota Bengkulu 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 
Keluarga Berencana. 
5. Kabupaten Muko-Muko 
Dengan nama Kantor : Dinas Koordinasi Keluarga Berencana, 
Kependudukan, dan PP.  
6. Kabupaten Kaur 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP dan KB. 
7. Kabupaten Seluma 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Maysrakat Desa, PP dan KB. 
8. Kabupaten Kepahyang 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Maysrakat Desa, PP dan KB. 
9. Kabupaten Lebong 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Maysrakat, PP dan KB. 
10. Kabupaten Bengkulu Tengah 
Dengan nama kantor : Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, KB dan 
Pemerintah Desa. 
 
4.2 Gambaran Umum Kantor BPMPKB Kota Bengkulu  
Kantor BPMPKB terletak ditengah Kota Bengkulu tepatnya di jalan museum 
Nomor 6 padang Harapan, kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. BPMPKB 
dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa 
tugas pokok BPMPKB Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan, penataan, 
pembinaan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana. 
Dalam menjalankan tugas tersebut BPMPKB Kota Bengkulu mempunyai fungsi yakni: 
43 
 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan 
keluarga berencana. 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah 
c. Menyusun rencana program dan anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
perempuan dan keluarga berencana. 
d. Melakukan kegiatan kesekretariatan 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Adapun visi dan misi dari BPMPKB Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : 
Visi :  Menuju masyarakat sejahtera melalui keluarga berencana dan  kesetaraan  
   gender. 
Misi  :  
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan institusi masyarakat 
2. Mengembangkan ekonomi masyarakat 
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pengarusutamaan gender 
4. Meningkatkna kesejahteraan, perlindungan perempuan dna anak. 
5. Meningkatkan pelayanan KB 
4.2.1 Sejarah Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
Kantor BPMPKB  Kota Bengkulu pada awalnya yaitu kantor BKKBN 
Kota Bengkulu. Masyarakat banyak mengenal kantor BPMPKB ini sebagai 
anak dari kantor BKKBN. Pada dasarnya kedua kantor ini memiliki visi yang 
sama yaitu masalah pemberdayaan masyarakat akan tetapi BPMPKB lebih 
terpusat yaitu menekankan pada jumlah penduduk, kesejahteraan ibu dan anak. 
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Kantor BPMPKB terdiri dari beberapa bidang dan subbidang. Dengan jumlah 
pegawai dan Staf sebanyak 99 Orang. 
Berikut ini digambarkan jumlah pegawai kantor BPMPKB Kota 
Bengkulu. 
Tabel 4.1 : 
Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 S2 8 8,09 
2 S1 55 55,55 
3 D3 6 6,06 
4 D1 2 2,02 
5 SLTA Sederajat 26 26,26 
6 SLTP Sederajat 2 2,02 
Jumlah 99 100,00 
          (Sumber : Data BPMPKB, 2013) 
 
Berdasarkan  tingkat pendidikan, jumlah pegawai kantor BPMPKB Kota 
Bengkulu yang tingkat pendidikannya sarjana sebanyak 63 Orang yang terdiri 
dari tingkat S1 sebanyak 55 Orang atau 55,55 %, dan S2 hanya 8 Orang atau 
8,07%. Kemudian untuk tingkat pendidikan urutan kedua yaitu SLTA sederajat 
sebanyak 26 Orang atau  26,26%. Sedangkan untuk tingkat diploma  sebanyak 
8 Orang yang terdiri dari D3 yaitu 6 Orang atau 6,06% dan D1 2 Orang atau 
2,02%. Dan untuk tingkat pendidikan terendah yaitu tingkat SLTP sebanyak 2 
Orang saja atau 2,02% dari jumlah pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu. 
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Jadi, mayoritas tingkat pendidikan dari pegawai kantor BPMPKB Kota 
Bengkulu adalah Sarjana atau strata 1. 
Selain dari tingkat pendidikan, jika diurutkan berdasarkan tingkat 
Golongan maka datanya adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 : 
 Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Golongan  
 





1 IV /c 1 1,02 
2 IV /b 2 2,02 
3 IV/c 15 15,15 
4 III/d 35 35,35 
5 III/c 13 13,13 
6 III/b 13 13,13 
7 III/a 8 8,08 
8 II/c 2 2,02 
9 II/b 8 8,08 
10 II/a 2 2,02 
Jumlah 99 100,00 
            (Sumber : Data BPMPKB, 2013) 
Jumlah pegawai terbanyak berdasarkan golongan kepangkatan  ada pada 
golongan III/d yaitu sebanyak 35 orang atau 35,35%, kemudian disusul dengan 
golongan IV/c sebanyak 15 orang atau 15,15%. Untuk golongan III/c dan III/b 
jumlahnya sama yaitu sebanyak 13 orang atau 13,13%. Begitupun untuk 
golongan III/a dan II/b jumlah pegawainya sama banyak yaitu sebnayak 8 orang 
atau 8,08%, sedangkan untuk terakhir kedua, golongan IV/b, II/c dan II/a 
sebanyak 2 orang atau 2,02%. Dan yang terakhir sebanyak 1 orang atau 1,02% 
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untuk golongan IV/c dan yang termasuk dalam golongan ini adalah Kepala 
Dinas Kantor BPMPKB Kota Bengkulu. 
Selain dari tingkat pendidikan dan Golongan kepangkatan, jika 
diurutkan berdasarkan tingkat usia maka pegawai di Kantor BPMPKB 
mayoritas usia 40-49 Tahun sebanyak 52 Orang atau 52,52 %. Kemudian yang 
berusia 50-59 Tahun sebanyak 32 Orang atau 32,32 %. Sedangkan yang berusia 
30-39 Tahun hanya 10 Orang atau 10,10%. Da untuk yang berusia 20-29 Tahun 
sebanyak 5 Orang atau 5,06% dari jumlah pegawai BPMPKB Kota Bengkulu. 
Untuk lebih jelaskan akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.3 : 
Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
 Berdasarkan Tingkat Usia 
 
No Tingkat Usia Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 20-29 Tahun 5 5,06 
2 30-39 Tahun 10 10,10 
3 40-49 Tahun 52 52,52 
4 50-59 Tahun 32 32,32 
Jumlah 99 100,00 
            (Sumber : Data BPMPKB, 2013) 
 
Kemudian, jika diurutkan berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah 








Tabel 4.4 : 
Karakteristik Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
 Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Laki-laki 43 43,44 
2 Perempuan 56 56,56 
Jumlah 99 100,00 
            (Sumber : Data BPMPKB, 2013) 
Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai kantor BPMPKB 
Kota Bengkulu adalah perempuan. Hal ini di buktikan dengan sebanyak 
56,56% atau 56 Orang dari kaum hawa atau perempuan. Sedangkan 43,44% 
atau 43 Orang dari kaum adam atau Laki-laki.  
Selain berdasarkan jenis kelamin, penulis juga akan menyajikan jumlah 
pegawai kantor BPMPKB Kota Bengkulu berdasarkan tingkat agama. Dimana 
hasilnya adalah mayoritas pegawai tersebut adalah beragama Islam yaitu 
sebanyak 97,97% atau 97 orang. Sedangkan yang beragama kristen hanya 2 
Orang atau sebanyak 2,03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bentuk 
tabel berikut ini : 
Tabel 4.5 : 
Jumlah Pegawai Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
Berdasarkan Tingkat Agama 
 
No Tingkat Agama Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Islam 97 97,97 
2 Kristen 2 2,03 
3 Budha - 0 
4 Hindu - 0 
 Jumlah 99 100,00 
        (Sumber : Data BPMPKB, 2013) 
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4.2.2 Bidang-Bidang yang ada di Kantor BPMPKB Kota Bengkulu 
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
- Sub bidang kelembagaan dan pemerintahan pemerintah 
- Sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat penanggulangan 
kemiskinan pemanfaatan TTG dan SDA 
2. Bidang pemberdayaan perempuan  
- Sub bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan  
- Sub bidang organisasi peningkatan jualitas idup perempuan (PHKP) dan 
kesejahteraan perempuan. 
3. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera 
- Sub bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 
- Sub bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 
4. Bidang kesejahteraan perlindungan ibu dan anak 
- Sub bidang perlindungan anak 
- Sub bidang kesejahteraan ibu dan anak yatim 
4.2.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor BPMPKB 
Kantor BPMPKB Kota bengkulu merupakan instansi pemerintah daerah 
yang di pimpin oleh kepala badan, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada pemerintah daerah, BPMPKB mempunyai tugas untuk melakukan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah. 




1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pelaksanaan Pembangunan dan 
pembinaan Kemasyarakatan; 
2. Melakukan koordinasi dalam menekan pertumbuhan penduduk, 
3. Memberikan perlindungan terhadap ibu dan anak 
4. Memberikan penyuluhan–penyuluhan yang berkaitan dengan keluarga 
berencana. 
5. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 
yang menjadi tanggung jawabnya; 
6. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong 
royong masyarakat; 
7. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban di 
Kemasyarakatan; 
8. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah pusat. 
 
4.2.4 Susunan Organisasi BPMPKB Kota Bengkulu 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2001 
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah dalam Kota Bengkulu, 
Susunan Organisasi Pemerintah  terdiri dari : 
1. Kepala Badan  
2. Sekretariat 
 Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 
 Kasubbag. Perencanaan  
 Kasubbag. Keuangan   
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) 
 Kabid. Pemberdayaan Masyarakat 
 Kasubbid. Kelembagaan dan Pemerintahan kelurahan 
 Kasubbid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
Penanggulangan Kemiskinan, Pemanfaatan SDA. 
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4. Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) 
 Kabid. Pemberdayaan Perempuan  
 Kasubbid. Pengarusutamaan Genderdan Perlindungan 
Perempuan  
 Kasubbid. Organisasi Peningkatan Kualitas Hidup 
Perempuan Dan Kualitas Perempuan  
5. Bidang Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak (KIA) 
 Kabid. Kesejahteraan Perlindungan Ibu dan Anak  
 Kasubbid. Perlindungan Anak  
 Kasubbid. Kesejahteraan Ibu dan Anak  
6. Bidang Keluarga Berencana (KB) 
 Kabid. Keluarga Berencana  
 Kasubbid. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 
 Kasubbid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan   
 
4.3 Deskripsi Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota 
Bengkulu 
 
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan 
dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penempatan 
Tenaga Penyuluh KB, terdapat sebanyak 40 orang tenaga penyuluh lapangan di Kota 






Tabel 4.6 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan  
Keluarga Berencana (PLKB) Kota Bengkulu 
 
Kecamatan Nama Wilayah 
 Binaan 
Gading Cempaka 
1. Dra. Herkianti -Kel. Cempaka Permai 
-Kel. Lingkar Barat 
2. Periani -Kel. Sidomulyo 
3. Siti Linawati, BPA -Kel. Padang Harapan 
4. Eko Akhmad Affandi, ST -Kel. Jalan Gedang 
Teluk Segara 
1. Drs. Heru Susanto -Kel. Pasar Baru 
-Kel. Berkas 
-Kel. Sumur Meleleh 
-Kel. Jitra 
2. Nurpajril Akmar, SE -Kel. Tengah Padang 
-Kel. Pintu Batu 
-Kel. Pasar Melintang 
3. Nurlelawati -Kel. Bajak 
-Kel. Kampung Bali 
-Kel. Malabero 
4. Drs. Nandang -Kel. Kebun Roos 
-Kel. Kebun Keling 









1. Kosasi -Kel. Pagar Dewa 
2. Babul Almi, SH -Kel. Betungan  
-Kel. Sumur Dewa 
3. Lisa Menawati -Kel. Pekan Sabtu 
4. Hermawati, S.Sos -Kel. Sukarami 
5. Angkus Masnun, SH -Kel. Bumi Ayu 
6. Nurmawati, SE -Staf BPMPKB 
Muara Bangkahulu 
1. Dra. Luthvi Woro H -Kel. Bentiring  
-Kel. Bentiring Permai 
2. Liza Parsita -Kel. Rawa Makmur Permai 
3. Irlan -Kel. Rawa Makmur 
4. Heri Rifai -Kel. Kandang Limun 
-Kel. Pematang Gubernur 
-Kel. Beringin Raya 
Ratu Agung 
1. Ir. Neli Gustini -Kel. Kuala Lempuing 
-Kel. Nusa Indah 
2. Murni -Kel. Sawah Lebar Baru 
3. Erwinsayah Siregar -Kel. Sawah Lebar 
4. Drs. Dedi Januardi -Kel. Kebun Tebeng  
5. Giswanti -Kel. Kebun Beler 
-Kel. Kebun Kenanga 




1. Emmerita, S.Sos -Kel. Anggut Atas 
-Kel. Padang Jati 
2. Suliah, S.Sos -Kel. Anggut Dalam 
-Kel. Penurunan 
3. Hemalia Deta, S.Sos -Kel. Anggut Bawah 
-Kel. Kebun Geran 
4. Jadri, S.Pd -Kel. Kebun Dahri 
-Kel. Belakang Pondok 
5. Handri -Kel. Pengantungan 
Singaran Pati 
1. Rosliana, BA -Kel. Timur Indah 
2. Dra. Marhamah -Kel. Panorama 
-Kel. Jembatan Kecil 
3. Nahnul Iman, SE -Kel. Dusun Besar 
-Kel. Lingkar Timur 
4. Ir. Retno M -Kel. Padang Nangka 
Kampung Melayu 
1. Dra. Nasyahati -Kel. Muara Dua 
-Kel. Kandang Mas 
2. Jariah, SKM -Kel. Padang Serai 
-Kel. Kandang 
3. Indra Jaya, SE -Kel. Sumber Jaya 
4. Sudirman -Kel. Teluk Sepang 
            (Sumber : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan   
  Keluarga Berencana Nomor 55 Tahun 2013). 
 
Data di atas menunjukkan bahwa setiap penyuluh  yang bertugas di masing-
masing kecamatan  mempunyai wilayah binaan yang berbeda. Sebanyak 40 orang 
penyuluh tersebar di seluruh 9 Kecamatan dan 72 Kelurahan.  Penyuluh tersebut 
mempunyai latar belakang pendidikan, golongan kepangkatan dan usia yang berbeda-









Tabel 4.7 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu 
berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 S2 1 2,5 
2 S1 25 62,5 
3 D3 2 5,00 
4 D1 2 5,00 
5 SLTA Sederajat 10 25,00 
Jumlah 40 100,00 
          (Sumber : Data BPMPKB, 2013). 
 
Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penyuluh KB 
adalah sarjana yaitu strata 1 (S1). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah tenaga 
PLKB yang tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 Orang atau 62,5%. Dan sebanyak 10 
Orang atau 25,00% untuk tingkat SLTA/Sederajat. Untuk D3 dan D1 masing-masing 
sebanyak 2 orang atau hanya 5% saja. Dan untuk yang 2,5% adalah tingkat S2 
sebanyak 1 orang saja. Angka tersebut menunjukkan bahwa seorang Penyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana dibekali dengan latar belakang pendidikan yang tinggi 
untuk menyampaikan tentang pentingnya KB bagi kehidupan masyarakat saat ini. 
Selain dari tingkat pendidikan, penulis juga akan menyajikan data tenaga PLKB 
berdasarkan tingkat golongan kepangkatan. Untuk mengetahuinya, berikut adalah data 







Tabel 4.8 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu 
 Berdasarkan Tingkat Kepangkatan dan Golongan 
 





1 IV /a 8 20,00 
2 III/d 16 40,00 
3 III/c 5 12,5 
4 III/b 3 7,5 
5 III/a 3 7,5 
6 II/b 4 10,00 
7 II/a 1 2,5 
Jumlah 40 100,00 
            (Sumber : Data BPMPKB, 2013). 
 
 
Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 40,00% dari jumlah tenaga PLKB 
berada pada golongan III/d atau sebanyak 16 orang.  20,00%  untuk golongan IV/a atau 
sebanyak 8 Orang. 12,5% atau 5 orang untuk golongan III/c, 10,00% untuk golongan 
II/b dan 7,5% atau sebanyak 3 orang untuk golongan III/b dan III/a. Sedangkan untuk 
golongan II/a hanya 1 orang saja atau 2,5% dari jumlah PLKB di Kota Bengkulu. 
Selain berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, jika diurutkan 
berdasarkan tingkat usia, maka datanya adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.9 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu 
Berdasarkan Tingkat Usia 
 
No Tingkat Usia Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 20-29 Tahun 1 2,5 
2 30-39 Tahun 4 10,00 
3 40-49 Tahun 25 62,5 
4 50-59 Tahun 10 25,00 
Jumlah 40 100,00 




Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas tenaga PLKB Kota 
Bengkulu berusia 40-49 Tahun sebanyak 62,5% atau 25 Orang. Dan untuk yang 
berusia 50-59 Tahun ada sebanyak 25,00% atau 10 Orang, sedangkan untuk yang 
berusia 30-39 Tahun sebanyak 10,00% atau 4 Orang. Dan yang terakhir untuk kategori 
usia 20-29 Tahun sebanyak 1 Orang saja atau 2,5% dari jumlah tenaga Penyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. 
Tabel 4.10 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu  
Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Laki-laki 16 40,00 
2 Perempuan 24 60,00 
Jumlah 40 100,00 
  (Sumber : Data BPMPKB, 2013). 
 
Data di atas menunjukkan bahwa sebagain besar penyuluh KB di Kota 
Bengkulu adalah perempuan. Hal ini di tunjukkan dengan banyaknya jumlah tenaga 
PLKB yang berjenis Kelamin Perempuan 60,00% atau 24 Orang. Sedangkan yang 
berjenis kelamin laki-laki sebnayak 40% atau 16 Orang. Hal ini sama dengan jumlah 
pegawai BPMPKB Kota Bengkulu yang mayoritas pegawainya berjenis kelamin 
perempuan.  
Tidak lupa selain data jumlah PLKB berdasarkan Jenis kelamin, penulis sajikan 





Tabel 4.11 : 
Karakteristik Jumlah Tenaga PLKB Kota Bengkulu 
Berdasarkan Tingkat Agama 
 
No Tingkat Agama Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Islam 38 95,00 
2 Kristen 2 5,00 
3 Budha - 0 
4 Hindu - 0 
5 Khatolik - 0 
 Jumlah 40 100,00 
        (Sumber : Data BPMPKB, 2013). 
Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penyuluh KB di Kota Bengkulu 
mempunyai kepercayaan agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari ada sebanyak 95,00%  
atau 38 Orang penyuluh KB beragama islam. Dan hanya 5,00% atau sebanyak 2 orang 















HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penulisan ini merupakan kualitatif  dengan metode deskriptif  kualitatif, maka dalam 
bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penulisan yang penulis dapatkan selama proses 
penulisan pada bulan November sampai Desember 2013 yang berbentuk fakta dan data. Di 
dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penulisan di lapangan, dan 
selanjutnya akan mendeskripsikan untuk kemudian untuk dianalisis. 
5.1 Hasil Penulisan 
5.1.1 Karakteristik Informan  
Untuk memperoleh data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas penyuluh lapangan keluarga berencana, maka penulis melakukan 
wawancara kepada 11 informan yang terdiri dari petugas penyuluh KB, pegawai kantor 
BPMPKB Kota Bengkulu, Kader Penyuluh, Bidan dan masyarakat Bengkulu atau 
peserta KB yang berada di Kota Bengkulu. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam 
bentuk tabel berikut ini karakteristik informan berdasarkan kedudukan masing-masing. 
Tabel 5.1 : 
Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan  
Tingkat Kedudukan 
No Informan Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Kepala BPMPKB 1 9,09 
2 Kasubbid KB 1 9,09 
3 Penyuluh KB/PLKB 2 18,18 
4 Kader Penyuluh 2 18,18 
5 Peserta KB 3 27,28 
6 Bidan  1 9,09 
6 Tokoh Masyarakat 1 9,09 
Jumlah 11 100,00 
   (Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013 ) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa informan yang diambil dari 
setiap kedudukan yang ada di Kantor BPMPKB Kota Bengkulu adalah Kepala 
BPMPKB 1 Orang atau 9,09 %,  Kasubbid KB 1 Orang atau sebanyak 9,09 %,  
Penyuluh KB/PLKB sebanyak 2 orang atau 18,18 %. Kemudian Kader Penyuluh yang 
terdiri dari 2 orang atau sebanyak 18,18%. peserta KB sebanyak 3 orang atau 27,28%. 
Bidan sebanyak 1 Orang atau 9,09%. Serta Tokoh Masyarakat sebanyak 1 Orang atau 
9,09%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah informan yang diambil sudah 
sangat cukup, baik dari pihak BPMPKB maupun peserta KB. Maka, diharapkan 
informan yang ada di pihak pemerintah  mampu memahami arti dari Pelaksanaan 
Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). 
Kemudian untuk  lebih lanjut, untuk mengetahui karakteristik informan ditinjau 
menurut usia akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :  
Tabel 5.2 : 
Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan 
Tingkat Usia 
 
No Umur Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 20-29 Tahun 2 18,18 
2 30-39 Tahun 3 27,28 
3 40-49 Tahun 4 36,36 
4 >50 Tahun 2 18,18 
Jumlah 11 100,00 
       (Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013) 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya informan berdasarkan usia 
rata-rata masih berusia pada usia produktif antara 20-50 tahun. Dengan jumlah 
terbanyak usia 40-49 tahun sebanyak 4 orang atau 36,36%, yang diikuti informan 
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berusia 30-39 tahun sebanyak 3 orang atau 27,28%, dan informan berusia 20-29 tahun 
sebanyak  2 orang atau 18,18%, serta informan yang berusia di atas 50 tahun 2 orang 
atau 18,18%. Sehingga dapat dipastikan bahwa informan yang diambil sebagai 
informan penulisan masih berusia produktif dan banyak peluang menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penulis dalam menggali informasi. 
Adapun karakteristik informan ditinjau dari tingkat pendidikan akan disajikan 
dalam bentuk tabel berikut ini : 
Tabel 5.3 : 
Karakteristik Informan Penulisan berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 SLTA/Sederajat 4 36,36 
2 D3 2 18,18 
3 S1 4 36,36 
4 S2 1 9,09 
Jumlah 11 100,00 
(Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013) 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 11 informan  terdapat sebanyak 4 
orang S1 atau 36,36%, SLTA/sederajat sebanyak  4 orang atau hanya 36,36%, D3 
sebanyak 2 orang atau 18,18%, serta S2 sebanyak 1 orang atau 9,09%. Jadi, 
karakteristik informan menurut tingkat pendidikan sudah memenuhi syarat. Artinya 
tingkat pendidikan informan rata-rata memenuhi kriteria sumber daya manusia yang 




Selain itu, jika informan ditinjau dari jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 5.4 : 
Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan 
Jenis Pekerjaan 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Ibu Rumah Tangga 3 27,28 
2 Wiraswasta 3 27,28 
3 PNS 5 45,44 
Jumlah 11 100,00 
       (Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013). 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan informan 
terdiri dari 11 jumlah informan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sebanyak 5 Orang atau 45,44%. Sedangkan untuk wiraswasta sebanyak 3 orang atau 
sebanyak 27,28%, serta yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 3 Orang 
atau 27,28%. 
Selain itu, berikut ini data jumlah informan berdasarkan jenis kelamin. Berikut 
data yang dimaksud : 
Tabel 5.5 : 
Karakteristik Informan Penulisan Berdasarkan 
Jenis Kelamin 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 
Persentase 
(%) 
1 Laki-laki 5 45,44 
2 Perempuan 6 54,56 
Jumlah 11 100,00 
       (Sumber : Hasil Penulisan, November-Desember 2013). 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik informan berdasarkan jenis 
kelamin didominasi oleh perempuan. Hal ini sesuai dengan data di atas, untuk 
perempuan sebanyak 6 orang atau 54,56%. Sedangkan untuk laki-laki sebanyak 5 
orang saja atau 45,44%. 
5.1.2 Pelaksanaan Tugas PLKB 
Dalam penulisan ini variabelnya adalah Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu. Pelaksanaan Tugas 
PLKB dinilai dari pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Penyuluh lapangan 
yang berada di Kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa aspek penulisan 
dalam penulisan ini yaitu meliputi 5 aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksana 
dan pengelola program, pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan. Berikut ini akan 
dipaparkan hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan selama penulisan, hasil 
wawancara tersebut sebagai berikut : 
5.1.2.1 Perencanaan Tugas PLKB 
Sebelumnya kita harus mengetahui arti dari perencanaan. Perencanaan 
adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusuan garis-garis besar 
yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk 
melaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang 
dimaksud ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Bengkulu 
dalam memberikan tugas kepada penyuluh lapangan atau PLKB untuk 
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mengadakan penyuluhan tentang KB kepada masyarakat khususnya di Kota 
Bengkulu. 
Dalam perencanaan tugas PLKB akan diketahui adalah bagaimana 
perencanaan yang dilakukan oleh BPMPKB kepada PLKB ? dan seperti apa 
bentuk-bentuk perencanaan yang dibuat tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita 
lihat pada langkah-langkah perencanaan berikut ini. 
1. Penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data 
2. Penentuan masalah prioritas 
3. Penyusunan rencana kerja  
4. Penyusunan jadwal. 
Hal pertama yang penulis tanyakan adalah bagaimana 
penguasaan/identifikasi potensi wilayah sejak pengumpulan data yang 
dilakukan BPMPKB kepada PLKB sebelum merencanakan kegiatan 
penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara penulisan, seorang PLKB di 
Kecamatan Teluk  Segara, Bapak Drs. Nandang mengatakan bahwa:  
“…..cara penguasaan/identifikasi wilayah kerja yang dilakukan 
pertama-tama adalah pendataan pasangan usia subur dan tidak hanya 
PUS saja yang kami data tapi remaja, karena mayoritas penduduk di 
setiap kecamatan biasanya lebih dominan ke remaja, namun kami 
tetap memprioritasnya pada pasangan usia subur….”(Wawancara 
Penulisan, November 2013). 
 
Masih dari hasil wawancara dengan seorang PLKB di Kecamatan Teluk 
Segara Bapak Drs. Heru Susanto, beliau menyampaikan hal yang senada 
dengan Bapak Nandang tentang penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja 
sebelum merencanakan kegiatan adalah;  
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“….caranya sebelum merencanakan kegiatan delam melakukan 
penyuluhan PLKB melakukan pendataan di setiap kecamatan bekerja 
sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan hal ini dimaksudkan 
agar nantinya di dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan 
sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, atau sesuai dengan 
kebutuhannya….”(Wawancara Penulisan, November 2013). 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam 
penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja  harus  dilakukan pengumpulan 
data. Hal ini dimaksudkan agar nantinya  sebelum merencanakan kegiatan 
PLKB sudah mendapatkan suatu gambaran apa-apa saja yang akan 
dilaksanakan nantinya di lapangan dalam merancang kegiatan-kegiatan yang 
akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan isi pedoman pengelolaan (Dalam 
BKKBN, 2012:25) yang mengatakan bahwa : “ mengidentifikasi potensi dan 
masalah di wilayah untuk memetakan potensi yang ada dimiliki suatu daerah, 
antara lain meliputi: Jumlah remaja, jumlah pasangan usia subur (PUS) yang 
memiliki anak remaja (ber-KB dan yang tidak ber-KB)”. 
Penguaasaan/identifikasi potensi wilayah kerja  dilakukan oleh para Kader 
Penyuluh, PLKB yang merupakan perpanjangan tangan dari BPMPKB. 
Lalu penulis menanyakan mengenai bagaimana penentuan masalah 
prioritas yang dihadapi PLKB dalam perencanaan kegiatan penyuluhan KB 
nasional, dan apa yang harus dilakukan. PLKB Teluk Segara Bapak Nandang 
mengatakan: 
“….caranya dengan meninjau ke lapangan dan melihat kondisi 
lapangan seperti apa, dengan begitu kita dapat menentukan 
masalahnya, tapi biasanya untuk di  Bengkulu  sendiri yang menjadi 
masalah prioritas adalah dalam pelaksanaannya, untuk menentukan 
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waktu, dan untuk pemahaman tentang ber-KB  sendiri tentu 
masyarakat kota sudah memahami semua itu, karena akses untuk 
mendapatkan informasi sudah lebih gampang ketimbang di desa….” 
(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Nandang, diketahui 
bahwa penentuan masalah perioritas dalam menyusun perencanaan harus 
dilakukan pengamatan dan melakukan peninjaun-peninjauan masalah yang 
ada di lapangan. Hal ini bertujuan agar dalam perencanaan kegiatan nantinya 
dapat memberikan solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaanya. 
Selanjutnya penulis menanyakan mengenai bagaimana penyusunan 
rencana kerja PLKB pada pihak kantor BPMPKB, hasil wawancara dengan 
Kasubid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bapak Drs. 
Siharman menjelaskan bahwa : 
“….sebelum menyusun rencana kerja kita harus memahami terlebih 
dahulu keadaan lapangan seperti apa.setelah kita sudah mengetahui 
baru kita menyusun rencana kerja, baru nantinya kita rapatkan untuk 
membuat rencana kerja bagi pegawai yang ada di lapangan sesuai 
dengan hasil rapat tentunya harus sesuai dengan bidang kita….” 
(Wawancara Penulisan, November  2013). 
 
Dari hasi wawancara penulis di atas diketahui bahwa sebelum 
melakukan penyusunan rencana kerja PLKB harus memahami keadaan 
lapangan dan nantinya dari hasil itu baru dirapatkan dengan BPMPKB 
terutama bidang KB yang menaungi PLKB dalam mensosialisasikan KB 
nasional. Masih dari hasil wawancara hal senada disampaikan oleh Ibu Ir. 




“….sebelum melakukan penyusunan rencana kerja PLKB dan 
bidangnya melakukan rapat untuk menentukan apa yang nantinya 
akan dilakukan di lapangan setelah sudah mendapatkan hasil baru 
dari BPMPKB mengeluarkan SK untuk PLKB yang bertugas di 
lapangan….”(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam merencanakn 
rencana kerja antara PLKB dan BPMPKB melakukan rembug dalam 
menyusun rencana kerja.  Hal ini dimaksudkan agar PLKB dan BPMPKB 
dalam pelaksanaan penyuluhan nantinya tetap pada satu VISI dan tidak 
melenceng dari apa yang telah direncanakan. Masih dari hasil wawancara, 
penulis mencoba menanyakan dengan Bapak Nandang selaku PLKB. Apakah 
dalam penyusunan rencana kerja PLKB memiliki rencana kerja sendiri. Beliau 
mengatakan bahwa:  
“….memang betul dalam menyusun  rencana kerja kami selaku 
PLKB melakukan rapat dengan kantor ya wajar-wajar saja karena di 
sanalah tempat kami bernaung, kami menjalankan tugas kami sesuai 
dengan apa yang telah diamanatkan kepada kami, kalo dari kami 
memang ada, jelas ada rencana kerja yang kami buat sendiri tapi 
semua itu kami sesuaikan dengan program yang telah ditetapkan. Jadi 
tidak melenceng dari yang telah dirapatkan, maksudnya rencana kerja 
dari kami ini strategi kami di lapangan dalam melaksanakan tugas. 
dari semua itu nantinya pihak BPMPKB mengeluarkan SK yang 
disahkan oleh kepala badan. Pada saat di lapangan kami juga 
melakukan pengkaderan dan menjalin kemitraan agar nantinya 
mempermudahkan kami dalam menjalankan tugas….” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013).  
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dalam 
pelaksanaanya PLKB tidak hanya dalam menjalankan program dan 
menyusunnya berdasarkan hasil rapat semata, melainkan juga memiliki 
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rencana kerja sendiri di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk strategi atau 
mempermudah PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional tanpa melupakan 
hasil kebijakan yang telah dirapatkan sehingga dapat tercapai target yang telah 
direncanakan. 
Kemudian penulis mencoba menanyakan mengenai penyusunan jadwal 
kepada PLKB dalam rencana kegiatan pelaksanaan program yang nantinya 
akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang penulis tanyakan adalah penyusunan 
jadwal. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Heru Susanto selaku 
PLKB beliau mengatakan: 
“….jadwal kegiatan semuanya telah dibicarakan pada saat rapat 
penyusunan rencana kerja. Namun kami juga sudah menyusun 
rencana kerja kami sendiri, cuman tetap sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudahkan kami dalam 
mensiasati kendala-kendala yang ada dilapngan nantinya. Jadi kalo 
masalah jadwal boleh sudah ditentukan, namun dalam 
pelaksanaannya bisa saja berubah karena adanya hambatan-hambatan 
yang ada di lapangan….” (Wawancara   Penulisan,  Desember 
2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh gambaran bahwa dalam 
pelaksanaannya semuanya telah dirapatkan di BPMPKB dan PLKB sendiri, 
diterangkan oleh Bapak Heru Susanto tentang adanya rencana kerja sendiri 
yang dilakukan oleh PLKB boleh-boleh saja namun harus sesuai dengan 
bidang dan apa yang telah ditetapkan. Jadi jelas dalam perencanaan jadwal 
adalah hal penting yang harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya 
nantinya dapat memenuhi target yang telah direncanakan.   
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Penyusunan rencana kerja penyuluh dilakukan berdasarkan program 
kerja dari kantor badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga 
berencana melalui bidang keluarga berencana dan sesuai dengan hasil yang 
didapat antara staf  bidang KB  dengan PLKB. Bentuk-bentuk perencanaan 
yang dibuat oleh BPMPKB dan bentuk perencanaan yang dibuat oleh PLKB. 
Adapun bentuk perencanaan yang dibuat oleh BPMPKB adalah berbentuk SK. 
Sedangkan untuk yang dibuat oleh PLKB yaitu melalui pembentukan kader 
dan mitra dalam pelaksanaan tugas nantinya. 
5.1.2.2 Pengorganisasian Tugas PLKB 
Pengorganisasian  adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 
penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-
tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus pengorganisasin merupakan suatu 
proses mengorganisasikan orang-orang untuk melakukan misi utama mereka. 
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah PLKB dalam mensukseskan 
program KB nasional yang telah ditentukan. Dalam aspek yang kedua ini 
diketahui bahwa pengorganisasian PLKB meliputi tahapan sebagai berikut: 
1. Memperluas pengetahuan dan wawasan 
2. Rekruitmen kader 
3. Mengembangkan kemampuan dan memerankan kader serta mitra 
4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan 




Maka untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan 
apakah ada pengorganisasian yang dilakukan PLKB, telah sesuai dengan 
prosedur dan tahapan yang telah dijelaskan di atas. Salah seorang PLKB 
Bapak Drs, Nandang menjelaskan: 
“….pengorganisasian ini dimaksudkan untuk membantu 
meringankan tugas kami selaku PLKB di lapangan, jadi nantinya 
diharapkan ada kemudahan bagi kami dalam mensosiaisasikan 
program yang telah dibuat ini. Hal ini kami lakukan  karena tidak 
memungkinkan bagi kami yang jumlahnya sedikit ini bisa 
menjalankan tugas untuk lebih efektif. Itulah kenapa kami lakukan 
pengorganisasian ini, salah satunya….” (Wawancara Penulisan, 
Desember  2013). 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Nandang di atas terlihat bahwa 
dalam mensosialisasikan program yang telah ditentukan perlu dilakukan 
pengorganisasian hal ini dimaksudkan untuk mempermudahkan PLKB dalam 
mensosialisasikan program yang telah dibuat. Pengorganisasian ini 
dilaksanakan dengan langkah-langkah yang dibuat  di atas. Untuk mengetahui 
langkah-langkah apa saja yang dilakukan PLKB, maka penulis mencoba 
menanyakan dengan salah satu PLKB. Bapak Heru Susanto menjelaskan 
langkah pertama yang harus dilakukan adalah : 
“….dengan cara Memperluas wawasan dan pengetahuan hal ini 
dimaksudkan agar dalam mesosialisasikan program KB nasional 
nantinya kami sudah memahami konsep dari tugas yang akan kami 
laksanakan….” (Wawancara  Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari wawancara dengan Bapak Heru Susanto di atas terlihat  gambaran 
bahwa PLKB  dituntut harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya, 
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hal ini dimaksudkan agar nantinya memberikan kemudahan PLKB yang 
bertugas dilapangan dalam menjalankan tugas dan perannya. Masih dari hasil 
wawancara dengan seorang PLKB yaitu Bapak Nandang, beliau 
menyampaikan hal yang senada dengan Bapak Heru Susanto tentang langkah-
langkah didalam pengorganisasian salah satunya dengan cara memperluas 
wawasan dan pengetahuan, beliau menjelaskan: 
“….tidak serta merta PLKB itu memahami tugas dan fungsinya di 
lapangan, maka dari itu PLKB dituntut untuk dapat lebih lagi 
mengembangkan pengetahuannya….” (Wawancara Penulisan, 
Desember 2013). 
 
Jadi sangat jelas berdasarkan penyataan di atas bahwasannya langkah 
pertama yang dilakukan dalam pengorganisasian yang dilakukan PLKB ialah 
dengan cara memperluas wawasan dan pengetahuan terutama PLKB itu 
sendiri. Lalu penulis menanyakan mengenai langkah yang kedua yaitu 
rekruitmen kader yang dilakukan  PLKB. Bapak Heru Susanto mengatakan: 
“….jadi dalam merekrut kader kami melihat dari beberapa faktor 
yaitu dari segi pendidikan, keaktifan dalam berorganisasi, dan bisa 
juga dari LSM….”(Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
Dari wawancara dengan Bapak Heru Susanto di atas terlihat bahwa 
dalam perekrutan kader PLKB harus dengan dasar dan pertimbangan yang 
matang hal ini terlihat dari yang beliau sampaikan harus meninjau dari segi 
pendidikan, keaktifan berorganisasi, atau dari LSM. Hal ini dimaksudkan agar 
kader PLKB yang nantinya akan bertugas setidak-tidaknya sudah mampu 
memahami struktur dari tugas yang akan dilakukan, tentu sebelum 
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melaksanakan perannya sebagai kader PLKB sudah dibekali dengan wawasan 
dan pengetahuan. 
Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang kader 
PLKB Kelurahan Kandang Limun Ibu Eva Neliani, beliau mengatakan: 
“….jadi kalo ayuk dulu dek sebelum gabung jadi kader PLKB, ayuk 
memang aktif dikeorganisasian, sering jadi pengisi materi disetiap 
kegiatan. Dulu ayuk ditawari untuk jadi kader PLKB dan dikasi 
materi dan pemahaman tentang KB, pelatihanla, tapi kalau SK kami 
memang tidak ada cuman data kami masuk ke BPMPKB sebagai 
kader.  Hal itu dimasudkan untuk kami menerima uang tanda terima 
kasih, sampai sekarang masih ayuk aktif membantu 
mensosialisasikan program KB sebagai kader…” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan di atas bahwa dalam 
rekruitmen kader memang ada yang harus diperhatikan. Seperti dari segi 
pendidikan pengalaman beorganisasi semua itu dilakukan demi tercapainya 
kesuksesan program yang akan dilaksanakan nantinya. 
Kemudian penulis menanyakan tentang mengembangkan kemampuan 
dan memerankan kader serta mitra. Dengan Bapak Nandang selaku PLKB 
beliau mengatakan bahwa: 
“….jadi kami selaku PLKB harus dapat memerankan  kader dan 
mitra yang terkait dalam menjalankan atau mensosialisasikan 
program KB sehingga dapat tercapai dengan baik, mitra disini 
maksudnya seperti pukesmas, bidan-bidan, dan lembaga-lembaga 
sosial yang ada dimana tempat kami ditugaskan….” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
  
Dari hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa pada langkah 
yang ketiga ini PLKB harus dapat memanfaatkan dan memerankan kader yang 
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telah dibentuk dan menjalin hubungan kerja sama dengan kemitraan yang ada, 
hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudahkan pelaksanaannya dalam 
mensukseskan program yang telah dibuat terutama KB nasional. 
Lalu penulis mencoba menanyakan langkah yang terakhir pada aspek 
peorganisasian ini, diketahui bahwa pada langkah yang ketiga tadi PLKB 
harus dapat memerankan kader yang telah dibentuk dan dapat 
mengembangkan kemampuan kader dan mitra. Dalam langkah yang keempat 
ini dijelaskan bahwa PLKB harus memberikan pelatihan kepada kader hal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader. Maka 
penulis mencoba menanyakan pada seorang PLKB Bapak Nandang mengenai 
pelatihan yang diberikan oleh PLKB, beliau menyatakan bahwa: 
“ ….memberikan pelatihan kepada Kader Penyuluh adalah hal yang 
wajib dilakukan hal ini bermaksud agar Kader Penyuluh benar-benar 
memahami dan menjalankan fungsinya  sebagai kader dalam 
mensosialisasikan program yang telah diberikan….” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa upaya yang 
dilakukan PLKB dalam memperlancar proses pelaksanaan kegiatan yang akan 
dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatiahan dan pemahaman  
kepada Kader Penyuluh yang sudah dibentuk, hal ini bertujuan agar Kader 
Penyuluh dapat lebih lagi meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, 
itulah mengapa diadakanya pelatihan untuk Kader Penyuluh. Selain itu tujuan 
dari diberikannya pelatihan ini agar nantinya dalam mensosialisasikan 
program KB nasional yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif. 
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5.1.2.3 Pelaksanaan dan Pengelolahan Program PLKB 
Pada aspek yang ketiga ini mengenai pelaksanaan dan pengelolahan 
program yang dilakukan PLKB dengan cara peningkatan kapasitas pelaksana 
dan pengelolahan program KB dengan mengadakan, Penyiapan kader dan 
mitra, Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada kader serta mitra, 
dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dasar-dasar serta metode dan teknik 
penyuluhan sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan. 
Untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan apakah 
penyiapan kader dan mitra yang dilakukan oleh PLKB untuk meningkatkan 
kapasitas Kader Penyuluh dalam pelaksanaannya sebagai penyuluh. Bapak 
Heru Susanto sebagai PLKB di Kecamatan Teluk Segara menjelaskan bahwa: 
“….langkah pertama sebelum melaksanakan kegiatan yang 
dilakukan perlu diadakah penyiapan kader dan mitra, hal ini di 
maksudkan agar kader dan mitra nantinya memiliki kesiapan dalam 
mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan nantinya….” 
(Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan dan 
pengelolahan program hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan 
penyiapan kader dan mitra, hal ini sangat penting dilakukan mengingat 
kegiatan penyuluhan bermaksud merubah perilaku negatif dari individu atau 
masyarakat ke arah yang positif, sehingga mereka tahu, mampu, dan mau 
melaksanakan cara-cara hidup sehat bagi diri sendiri, keluarga, serta 
masyarakat lingkungan. Lalu penulis mencoba menanyakan hal yang sama 
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pada salah satu Kader Penyuluh di Kelurahan Kandang Limun Ibu Eva 
Neliani, berikut penuturan beliau: 
“….sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan kami harus melakukan 
persiapan dulu dek agar nantinya pas pada saat di lapangan kami 
tidak menemui kendala yang begitu bearti, dan kami juga harus 
menjaga komonikasi yang telah dibentuk dengan  kemitraan agar 
kami juga dapat menentukan kapan pelaksanaan itu harus 
dilakukan….” (Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan kader 
dan mitra adalah hal pokok yang harus dilakukan hal ini dimaksudkan agar 
proses yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling 
menjaga hubungan yang baik dengan kemitraan. Kemitraan disini maksudnya 
adalah lembaga pemerintahan  maupun swasta disetiap kecamatan yang 
memiliki visi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui 
bahwa penyuluhan yang akan dilakukan adalah berbagai kegiatan yang 
terencana dan tearah yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan 
tindakan individu, keluarga, atau masyarakat.dalam kehidupan perlu diketahui 
ada tiga unsur prilaku yang harus dirubah untuk berhasilnya kegiatan 
penyuluhan yaitu meliputi pengetahuan, sikap, tindakan.unsur-unsur inilah 
yang menjadi tugas pokok seorang penyuluh yang mana harus dapat merubah 
pengetahuan, sikap, dan tindakan kearah yang lebih baik lagi. Jika semua ini 
terjadi maka penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh dapat dikatakan 
berhasil sebab penyuluh dapat merubah prilaku  seseorang dengan 
menanamkan pengertian yang baik. 
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Kemudian penulis mencoba menanyakan tentang Faktor-faktor 
mendasar yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas PLKB dalam 
mensosialisasikan KB nasional. Bapak Nandang selaku PLKB Kecamatan 
Teluk Segara menjelaskan bahwa: 
 “ …ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pemudah, 
faktor pendukung, faktor penguat atau pendorong. Faktor pemudah 
maksudnya pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki 
masyarakat. Faktor yang kedua atau pendukung maksudnya, masalah 
dana, sarana, dan tenaga. Dan faktor yang terakhir atau 
penguat/pendorong maksudya partisipasi dari tokoh agama, kepala 
desa, orang tua dan sebagainya….” (Wawancara Penulisan, 
Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan dan 
pengembangan program ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang 
pertama adalah faktor pemudah yang mana dimaksudkan disini adalah adanya 
pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki individu/masyarakat. 
Seorang akan cepat berubah karena telah ada dasar pengetahuan dan 
pengalaman positif dalam dirinya.  
Lalu penulis mencoba menanyakan hal yang sama mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan pengembangan program 
yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB nasional Bapak Heru 
Susanto juga menjelaskan hal yang senada dengan apa yang disampaikan oleh 
Bapak Nandang. Bapak Heru Sunsanto menjelaskan bahwa : 
“…faktor pertama yang dibutuhkan PLKB adalah Faktor pemudah 
yang mana pendidikan, pengetahuan sangat mempengaruhi tingkat 
keberhasilan yang akan dicapai oleh PLKB dalam menjalankan 
tugasnya sebagai PLKB…”(Wawancara Penulisan, Desember 2013) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa seorang 
PLKB harus mampu merubah sikap/prilaku seseorang dengan menanamkan  
pengertian yang baik, Faktor yang pertama ini sangat menuntut bahwa 
seorang PLKB harus dapat memahami konsep atau materi yang sesuai dengan 
tugasnya sebagai PLKB. Namun masyarakat juga harus dapat memahami 
konsep-konsep materi yang diberikan oleh PLKB. Dengan kata lain 
PLKB/Kader Penyuluh serta mitra harus saling bekerja sama dalam 
pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai kesuksesan yang telah ditargetkan 
atau rencanakan. 
Faktor kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung ini sangat 
dibutuhkan oleh PLKB dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh karena 
tanpa adanya Faktor yang kedua ini mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan 
tidak akan optimal karena Faktor yang kedua ini berkaitan dengan dukungan 
dana, sarana, dan tenaga yang tersedia. Menurut Bapak Nandang beliau 
mengatakan bahwa : 
“…. Di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan ada hal 
pokok yang tidak bisa dilupakan yaitu paktor pendukung kegiatan 
seperti dana, sarana, dan bantuan tenaga yang tesedia seperti kader 
dan mitra…” (Wawancara Penulisan, Desemberi 2013). 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut 
Bapak Nandang selaku PLKB, dengan adanya faktor pendukung seperti 
anggaran dana, sarana, dan bantuan tenaga yang ada, hal ini sangat berdampak 
positif dalam pelaksanaan tugas yang akan PLKB  serta mitra laksanakan. Jadi 
sangat jelas faktor pendukung ini sangat dibutuhkan bagi PLKB dalam 
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melaksanakan tugasnya jika dana ada, sarana ada, tenaga yang membantu ada  
tentu pelaksanaannya akan mudah. 
Dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan dan 
pengembangan program adalah faktor  penguat atau pendorong hal ini 
maksudnya adalah pengaruh atau dorongan yang diberikan oleh tokoh agama, 
Lurah atau Kepala Desa, orang tua, dan sebagainya tentang pentingnya 
mengikuti penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB 
nasional. Kemudian penulis menanyakan kepada Kader Penyuluh Kelurahan 
Rawa makmur Permai Bang Andi beliau mengatakan : 
“ …peran tokoh-tokoh agama, masyarakat dan sebagainya sangat 
dibutuhkan karena sangat membantu PLKB dalam melaksanakan 
tugasnya….” (Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa peran tokoh-tokoh 
masyarakat  sangat dibutuhkan oleh PLKB, hal ini dimaksudkan agar PLKB 
dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan 
mengenalkan program yang sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu 
pelaksanaan tugas sebagai penyuluh KB. Lalu penulis mencoba mencari 
kebenaran dan menanyakan kepada kader tentang pendekatan yang dilakukan 
PLKB. Salah satu cara pelaksanaan tugas PLKB  dengan cara melakukan 
pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yaitu 





“… memang benar penyuluh melakukan pendekatan terhadap tokoh-
tokoh masyarakat, hal ini dlakukan semata-mata hanya untuk 
mempermudahkan penyuluh dalam menyampaikan informasi yang 
berkaitan dengan tugasnya sebagai penyuluh KB…”(Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan pernyataaan yang disampaikan oleh Bapak Samsuri yang 
membenarkan bahwa PLKB  memang melakukan pendekatan terhadap tokoh 
masyarakat. Jadi faktor yang ketiga ini juga sangat mempengaruhi tingkat 
keberhasilan yang akan dicapai penyuluh dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai penyuluh.dan menjadi strategi penyuluh dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai PLKB. 
Selain tiga faktor tadi ada hal lain yang harus di perhatikan PLKB dalam 
melakukan penyuluhan kepada individu/masyarakat, dalam melakukan 
penyuluhaan atau menyampaikan informasi akan ada tahapan  penerimaan 
informasi, maksudnya disini adalah penyuluh dalam menyampaikan informasi 
kepada individu atau masyarakat  akan menerima informasi yang disampaikan 
penyuluh berbeda dengan kata lain masyarakat/individu harus mengadopsi 
penuh apa yang disampaikan penyuluh atau yang sering dikenal sebagai 
proses adopsi. Untuk mengetahui tahapan apa saja yang  harus diperhatikan 
oleh PLKB dan Kader Penyuluh serta mitra, maka menurut Bapak Heru 
Susanto sebagai PLKB mengatakan bahwa : 
“… tahapan yang harus diperhatikan oleh seorang PLKB adalah 
kesadaran dari individu/masyarakat saat informasi disampaikan 
sehingga objek tergugah kesadarannya akan arti dan informasi yang 
disampaikan, tahapan minat yang timbul dari individu/masyarakat   
atas informasi yang disampaikan penyuluh, tahap selanjutnya  
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menilai bila peserta mulai menimbang  buruk baiknya dari 
penjelasan yang disampaikan penyuluh dan mulai mendapat respon 
yang positif maka tahap selanjutnya peserta akan mencoba 
melaksanakan ajuran yang telah disampaikan penyuluh kepada 
peserta, guna mengapa penyuluh harus mengerti tahapan ini ialah 
agar penyuluh dapat mengetahui atas apa yang penyuluh lakukan 
dapat diterima dengan baik oleh peserta…” (Wawancara Penulisan, 
Desember 2014). 
 
Berdasarkan  hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam pelaksanaan 
tugasnya sebagi penyuluh, penyuluh harus memperhatikan tahapan-tahapan 
yang terjadi. Hal ini dikarenakan agar penyuluh dapat mengetahui apakah 
informasi yang telah disampaikan telah diserap dengan baik oleh 
individu/masyarakat.  
Dari dasar-dasar yang dilakukan penyuluh di atas lalu penulis mencoba 
mengupas metode dan teknik penyuluhan  yang dilakukan PLKB dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan program 
yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari penjelasan ini adalah 
diharapkan agar  penulis dapat memahami cara (metode) dan teknik 
pelaksanaan yang dilakukan penyuluh. Untuk lebih lanjutnya tujuan dengan 
dibahasnya metode dan teknik yang dilakukan penyuluh kita harus memahami 
terlebih dahulu tujuan dari metode dan teknik yang digunakan penyuluh dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai PLKB. PLKB harus mengetahui apa yang 
dimaksud dengan metode dan teknik, metode artinya cara, dan teknik artinya 
upaya yang dilakukan penyuluh untuk bisa melaksanakan secara baik cara 
yang akan digunakan dalam menyampaikan informasi . 
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Lalu penulis menjoba menanyakan metode dan teknik yang dilakukan 
PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai PLKB dalam menyampaikan 
informasi yang berkaitan dengan KB nasional. Menurut penuturan Bapak 
Nandang selaku PLKB, beliau mengatakan : 
“…tentu kita dalam mensosialisasikan KB dengan mengunakan  
cara-cara yang biasa dilaksanakan di lapangan, cara yang sering kami 
gunakan dalam menyampaikan informasi dengan cara ceramah, 
demontrasi, dan konseling, karena cara itulah yang lebih efektif di 
lakukan…” (Wawancara Penulis, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam 
pelaksanaannya metode dan teknik yang sering digunakan oleh PLKB dalam 
melaksanakan perannya sebagai penyuluh yaitu dengan cara melakukan 
ceramah, demontrasi, dan konseling karena hal ini dinilai cukup efektif dalam 
pelaksanaannya. 
Selanjutnya penulis mencoba menanyakan hal yang sama kepada Kader 
Penyuluh Bapak Andi beliau menuturkan bahwa : 
“…sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan dalam 
menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas penyuluh, 
yaitu pertama dengan merubah pengetahuan, seperti ceramah, kuliah, 
wawancara, konseling, seminar. Yang kedua dengan cara merubah 
sikap hal ini seperti curah pendapat, pemutaran film, pameran, tanya 
jawab, dan yang terakhir merubah tindakan dengan cara pelatihan, 
demontrasi atau lebih sering dikenal dengan langsung praktek, 
namun dari sekian banyak metode dan teknik itu yang paling sering 
kami gunakan adalah metode ceramah, demontrasi, dan konseling…” 
(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari 2 jawaban di atas penulis mendapat jawaban bahwa metode dan 
teknik yang paling sering digunakan oleh PLKB dalam melaksanakan 
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tugasnya sebagai penyuluh yaitu dengan menggunakan metode dan teknik 
sebagai berikut : 
1. Metode ceramah 
2. Metode demontrasi,dan 
3. Metode konseling 
Karena metode ini yang dinilai memberikan dampak yang fositif baik 
untuk PLKB  sendiri terutama peserta yang dapat lebih mudah memahami 
informasi yang disampaikn oleh PLKB, dan dinilai lebih gampang dalam 
pelaksanaanya. 
Selanjutnya penulis akan membahas dan menanyakan tentang metode 
dan teknik yang digunakan PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
penyuluh secara satu persatu dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam 
pelaksanaanya tadi diketahui bahwa dari sekian banyak metode yang 
digunakan ada tiga metode yang paling sering digunakan, yang pertama 
adalah “ metode ceramah”. Salah seorang Kader Penyuluh Kandang Limun 
Ibu Eva Neliani menjelakan bahwa : 
“….Ceramah salah satu cara penyuluhan yang dilakukan dimana kita 
menjelaskan secara lisan kepada sekelompok sasaran dengan 
mengunakan alat bantu peraga (poster, brosur, dan lain sebagainya) 
dengan disertai diskusi atau Tanya jawab….” (Wawancara 
Penulisan, Desember  2013). 
 
Berdasrkan penyataan yang disampaikan oleh salah seorang Kader 
Penyuluh Ibu Eva yang menjelaskan bahwa salah satu cara yang digunakan 
dalam pelaksanaan tugas penyuluh yaitu dengan cara ceramah, beliau juga 
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menjelaskan bahwa agar ceramah ini dapat berjalan dengan baik maka harus 
ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, beliau menjelaskan :  
“….Yaitu dengan persiapan terlebih dahulu, persiapan itu meliputi, 
menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan sasaran, 
mempersiapkan materi dan alat peraga yang akan dipakai, 
menentukan waktu/lamanya penyampaian, menentukan tempat dan 
pada pelaksanaanya kami biasanya melakukan dengan teknik yang 
biasa digunakan pada saat ceramah dengan mengutamakan maksud 
dan tujuan yang akan kita akan jelaskan….” (Wawancara Penulisan. 
Desember 2013). 
 
Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh ibu eva sebagai Kader 
Penyuluh yang menjelaskan pesrsiapan yang harus diperhatiakan sebelum 
melaksanakan kegiatan diperoleh gambaran bahwa sebelum melaksanakan 
tugasnya sebagai penyuluh  dalam mensosialisasikan program KB nasional. 
PLKB, Kader Penyuluh, dan mitra melakukan persiapan terlebih dahulu hal 
ini agar dalam pelaksanaannya PLKB sudah dapat memposisikan dirinya 
dengan baik dan menyampaikan informasi dengan baik juga sehingga tercapai 
kesuksesan program yang ingin dicapai. 
Selanjutnya penulis menanyakan mengenai metode yang kedua yaitu 
metode demontrasi yang digunakan penyuluh dalam melaksanakan 
kegiatannya dalam mensosialisasikan program KB nasional yang telah dibuat. 
Kepada Bapak Nandang selaku PLKB. Sebelum lebih jauh kita membahas 
metode demontrasi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari 
demontrasi. Demontasi adalah cara dalam penyuluhan dengan mengunakan 
penyajian ide/pengertian yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk 
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memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu adegan atau tindakan 
melalui prosedur yang benar, dengan menggunakan alat bantu peraga yang 
tepat.  Bapak Nandang menjelaskan bahwa : 
“… tidak ubahnya dengan metode-metode yang lain, namun metode 
domontrasi lebih mengarahkan kepada peserta KB, bagaimana cara 
melakukan suatu tindakan berdasarkan prosedur yang benar…”. 
(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas, apa yang disampaikan oleh Bapak 
Nandang terlihat bahwa metode demontrasi yang digunakan PLKB dalam 
mensosialisasikan program KB nasional dengan cara mempraktekkan dengan 
mengunakan alat peraga langsung kepada peserta KB berdasarkan prosedur 
yang benar. Tujuan dari metode ini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri 
peserta KB khususnya dalam mengunakan alat KB dengan melihat prosedur 
yang telah diterangkan oleh PLKB. 
Kemudian penulis mencoba menanyakan metode yang ketiga yang 
digunakan PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dalam mensosialisasikan 
program KB nasional. Metode yang sering digunakan penyuluh dalam 
menjalankan tugasnya yaitu dengan cara konseling. Konseling adalah 
hubungan antar manusia yang dapat dilakukan antara 2 orang atau lebih, 
dilakukan secara tatap muka, diselenggarakan secara terencana untuk 
mencapai tujuan. Konseling adalah bentuk wawancara untuk membantu orang 
lain dalam memperoleh pengertian baik mengenai dirinya dalam usaha untuk 
memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu penulis mencoba 
menanyakan hal apa saja yang harus di perhatikan dalam melakukan 
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konseling atau percakapan psikologis peserta KB, Bapak Heru Susanto selaku 
PLKB menjelaskan bahwa:  
“… penyuluh harus mengetahui bahwa tidak semua peserta KB aktif 
mau mengutarakan permasalahan dirinya kepada orang lain. 
Penyuluh harus menguasai teknik konseling, penyuluh harus 
mempunyai sikap yang positif …” (Wawancara Penulisan, 
Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa metode konseling ini 
adalah upaya yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program yang 
telah dibuat yaitu KB nasional. Konseling adalah salah satu cara yang 
dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB kepada peserta KB 
aktif. Teknik yang biasa digunakan penyuluh dalam mensosialisasikan 
program KB nasional kepada peserta KB aktif yaitu dengan memberikan 
dorongan optimis bahwa masalah yang ada pada diri peserta dapat dipecahkan 
dan ada jalan keluarnya, selalu memberikan kesempatan kepada peserta untuk 
bercerita, dan mau bercerita apa adanya. Penyuluh harus cermat dalam 
mengambil kesimpulan, dan mencari alternatif dan jalan keluarnya. Penyuluh 
harus dapat mengarahkan kepada peserta untuk yakin atas jalan 
keluar/alternatif dan dapat dilaksanakan. 
Dari metode dan teknik yang diterangkan di atas bahwa penyuluhan 
yang dilakukan tergantung pada tujuan dan upaya yang dilakukan penyuluh 
dalam mensosialisasikan program KB nasioanal kepada peserta KB aktif atau 
pasangan usia subur ( PUS ). Lalu penulis mencoba menggali lebih dalam lagi 
pelaksanaan dan pengembangan program yang dilakukan PLKB, di tengah-
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tengah masyarakat terutama pada pasangan usia subur (PUS). Penulis 
mencoba menanyakan kepada salah seorang Kader Penyuluh Bapak Andi 
Apakah dalam  pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan terdapat hambatan 
dalam pelaksanaannya, beliau menyatakan bahwa :  
“ …setiap pekerjaan pasti akan ada kendala, terutama kami sebagai 
penyuluh namun untuk di Kota Bengkulu kami selaku PLKB tidak 
terlalu menemukan kendala yang begitu bearti. Pada dasarnya 
kendala yang kami hadapi adalah untuk berinteraksi secara langsung 
dengan peserta KB agak sulit dikarenakan faktor kesibukan atau 
cuaca, dan untuk dikota sendiri tingkat pengetahuan akan tata cara 
ber KB sudah gampang untuk diakses, bisa melalui media elektronik, 
bidan, puskesmas. Jadi dengan kata masyarakat/peserta KB  sudah 
memahami tentang KB nasional. Berbeda dengan di pedesaan yang 
tentunya akan mempunyai kendala yang lebih besar ketimbang di 
kota...” (Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam 
pelaksanaannya PLKB yang bertugas di kota tidak menemukan hambatan 
yang begitu berarti, dalam pelaksanaannya hambatan-hambatan yang ada oleh 
PLKB masih bisa disiasati. Apalagi pada tingkat kota akses kesadaran 
masyarakat/peserta KB dalam mencari informasi tentang ber KB lebih relatif 
gampang, baik itu dari media elektronik, rumah sakit, puskesmas, bidan, dan 
para orang tua  sudah saling berbagi informasi tentang pentingnya ber KB. 
Berbeda halnya dengan di pedesaan tentu akan ada hambatan yang mungkin 
lebih besar ketimbang di perkotaan. 
Kemudian penulis mencoba dan mencari kejelasan berdasarkan 
penyataan yang telah disampaikan oleh Kader Penyuluh tadi, apakah benar 
adanya dalam pelaksanaanya PLKB sudah melaksanakan tugasnya sebagai 
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penyuluh berdasarkan metode dan teknik yang telah dijelaskan tadi. Bapak 
Nandang mengatakan : 
“… PLKB dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh sudah 
sesuai standar dengan  mengunakan metode dan teknik yang telah 
dipelajari…”(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas didapat keterangan bahwa dalam 
pelaksanaanya PLKB menjalankan tugasnya telah sesuai dengan standar dan  
prosedur  yang telah dipelajari. Kemudian penulis mencoba menanyakan 
kembali dengan bapak nandang tentang pelayanan kegiatan yang dilakukan 
PLKB, beliau menyatakan : 
“.…pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PLKB dalam 
mensosialisasikan program KB nasional dilakukan minimal satu 
bulan sekali, dengan materi tentang tatacara ber KB dan tempat yang 
telah ditentukan…” (Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang 
mengatakan bahwa :  
“… kita biasanya melaksanakan kegiatan penyuluhan dilakukan satu 
bulan sekali, dengan lokasi yang berbeda, namun bisa saja dilakukan 
tiga bulan sekali tergantung dari keadaan kalo kita menemukan 
kendala di lapangan bisa dilakukan sebulan sekali tapi sebaliknya 
kalo terkendala kita biasanya menunda pelaksanaannya…” 
(Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Nandang dan Bapak Heru 
Susanto selaku PLKB di Kecamatan Teluk Segara didapat keterangan bahwa 
dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam 
mensosialisasikan program KB nasional kepada masyarakat terutama peserta 
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KB aktif dilakukan maksimal satu bulan sekali, dan dalam pelaksanaanya 
materi yang dilakukan adalah penyuluhan yang berkaitan dengan tata cara 
penggunaan KB dengan dengan lokasi yang telah disepakati dan bisa 
berpindah-pindah.   
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tata cara penyuluhan yang 
diberikan PLKB kepada masyarakat/peserta KB aktif. Penulis menanyakan 
hal ini kepada salah seorang  Kader Penyuluh Ibu Eva Neliani, berikut 
penuturan beliau :  
“…penyuluhan diberikan dengan pemberian materi tentang tata cara 
ber KB yang benar. Dengan dasar metode dan teknik yang telah di 
pelajari oleh PLKB, kami juga memberikan pelayanan dan 
pembinaan kepada peserta KB dengan bekerja sama dengan mitra…” 
(Wawancara Penulis, Desember  2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam 
pelaksanaannya penyuluh melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang 
telah  direncanakan dan dengan metode serta teknik yang dijelaskan pada awal 
memasuki aspek perencanaan dan pengelolahan program di atas. Dan 
diketahui juga bahwa PLKB tidak hanya sekedar menyampaikan informasi 
semata akan tetapi turut serta dalam memberikan pelayanan dan pembinaan 
terhadap pasangan usia subur/peserta KB aktif, hal ini salah satu bentuk 
keseriusan BPMPKB, PLKB, dan MITRA untuk mensukseskan program KB 
nasional. 
Kemudian penulis mencoba menanyakan tentang kerja sama yang 
dilakukan pihak mitra dalam hal ini adalah Bidan dengan PLKB dalam 
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mensosialisasikan program KB kepada masyarakat/peserta KB aktif. Berikut 
pernyataan yang diberikan oleh salah satu bidan Kelurahan Kandang Limun 
Ibu Heni, beliau mengatakan : 
“….memang benar kami bidan ini melakukan kerja sama dengan 
PLKB dalam mensosialisasikan program KB kepada masyarakat. 
Bentuk kerja sama yang kami lakukan  itu seperti pada saat 
pelaksanaan kegiatan posyandu. Selain melakukan kegiatan 
posyandu kami juga memberikan brosur kepada peserta KB tentang 
tata cara pemakaian alat-alat KB yang benar….” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
 
Lalu penulis mencoba mencari kebenaran apakah dalam pelaksanaan 
tugas sebagai PLKB, sudah menerapkan tata cara pelaksanaan tugasnya 
sebagai penyuluh kepada  masyarakat/peserta KB aktif sesuai dengan tata cara 
atau metode dan teknik yang telah dipelajari. Kemudian penulis menanyakan 
hal ini ke beberapa peserta KB aktif, di Kelurahan Kandang Limun tentang 
bagaimana penyuluhan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan KB 
nasional, yaitu dengan Ibu Ayu Aini, Ibu Rina Safitri, dan Ibu Yanti, mereka 
mengatakan bahwa : 
“… setau ayuk dek, la beberapo tahun iko idak ado penyuhan 
tentang KB. Tapi kalo pas ayuk ngikuti kegiatan posyandu untuk 
anak ayuk kemaren ado dapat iko, caro pakai KB tapi idak dengan 
penyuluhan dek dengan brosur ajo…”.  
(“…setau saya sudah beberapa tahun ini tidak ada kegiatan 
penyuluhan yang dilakukan oleh PLKB, yang adanya pembagian 
brosur yang dilakukan pihak mitra pada saat pelaksanaan kegiatan 
posyandu…” (Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
“…setau ayuk dek yang sering nyampaikan informasi dan yang 
ngajari tata cara pemasangan KB tu bidan,apo lagi kini sering nian 
ayuk nemui tulisan ayo ber KB di depan rumah bidan. masalahnyo 
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ayuk kemaren  baru berobat dari rumah bidan di depan rumah nyo 
tetempel tulisan ayo ber KB. Kalo penyuluh KB ayuk kurang tau 
jugo dek, baru kali ini la ayuk dengar  kalo ado yang  betugas selain 
bidan,selamo ini ayuk taunyo dari orang tua ayuk caro pakai KB tu 
dek…” (Wawancara Penulisan, Desember  2013). 
 
“…kalau ditanya  apakah ada kegiatan yang dilakukan penyuluh 
dalam menyampaikan informasi tata cara ber KB yang benar itu ada, 
tapi sudah lama hal itu tidak dilakukan. Tidak tau kenapa ya, paling 
kalau sekarang adanya itu hanya ajakan atau himbauan pentingnya 
ber KB. Itupun tidak dengan cara penyuluhan tapi hanya melalui 
media…”. (Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Dari hasil wawancara dengan ibu –ibu peserta KB aktif di atas, terlihat 
bahwa dalam pelaksanaan tugas penyuluh, PLKB  belum menjalankan 
fungsinya atau perannya dengan baik. Hal ini terlihat bahwa masih ada 
sebagian peserta yang tidak tau akan adanya program penyuluhan yang 
dilakukan PLKB. Mereka hanya tau peran mitra yang bertugas 
mensosialisasikan program KB. Dan dapat dikatakan juga bahwa dalam 
pelaksanaan penyuluhan yang diberikan PLKB kepada peserta KB aktif belum 
optimal  dan efektif. Karena dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan 
berbarengan dengan kegiatan lain yang dilakukan mitra, seharusnya PLKB 
dan mitra bekerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan yang akan dilakukan 
sesuai dengan tupoksi yang telah diprogramkan, tidak dicampur adukkan 
dengan program yang lain. Dan terlihat kecurangan-kecurangan yang 
dilakukan PLKB dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh, sedangkan 
diketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyuluh sudah 
disediakan anggaran dana dari pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan  
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kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan demi tercapainya kesuksesan 
program yang telah direncanakan. Lalu penulis mencoba menanyakan apakah 
ada pembinaan dan pelayanan yang diberikan PLKB kepada salah seorang 
peserta KB aktif di Kelurahan Kandang Limun Ibu Ayu, beliau mengatakan 
bahwa :  
“…kurang tau jugo dek,  tapi setau ayuk di Kandang Limun itu 
belum tedengar, entah kalau di kelurahan lain kalau ada pelayanan 
atau pembinaan yang cak itu. tapi kalo ditempat praktek bidan ado, 
kito yang nanyo kelak baru bidan itu yang njelasin..,” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk 
pelaksanaan tugas penyuluh dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh 
lapangan masih belum optimal hal ini ditinjau dari masih adanya peserta yang 
tidak mengetahui peran PLKB dan mitra dalam mensosialisasikan program 
KB nasional apalagi pembinaan dan pelayanan yang diberikan PLKB.   
5.1.2.4  Pengembangan Tugas PLKB 
Secara teknis PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dituntut untuk dapat 
meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh 
untuk mensosialisasikan program KB nasional yang telah direncanakan 
sebelumnya. Adapun dalam aspek  pengembangan ini penulis mencoba 
mengetahui tentang  teknis pengembangan kemampuan yang dilakukan PLKB 
Kader Penyuluh dan kemitraan. 
Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nandang selaku 
PLKB, beliau mengatakan bahwa : 
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“…PLKB harus dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai penyuluh, 
hal ini dimaksudkan agar penyuluh  dapat lebih baik lagi dalam 
melaksanakan penyuluhan…” (Wawancara Penulisan, Desember 
2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa penyuluh harus 
dapat mengembangkan kapasitasnya sebagai PLKB, dengan kata lain 
penyuluh  harus dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi 
dalam penyampaian informasi. Tidak monoton dengan cara-cara yang lama 
melainkan dengan ide-ide dan gagasan yang baru. Hal yang senada juga 
disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang menuturkan bahwa :  
“… setiap PLKB, Kader Penyuluh, dan kemitraan harus saling 
bekerja sama dalam menyampaikan informasi tata cara ber KB 
kepada peserta KB aktif dengan strategi dan ide-ide yang baru sesuai 
dengan kemajuan zaman…” (Wawancara Penulisan, Desember 
2013). 
 
Dan dari penyataan yang disampaikan oleh Bapak Heru Susanto yang 
mana inti dari apa yang disampaikan senada dengan apa yang disampaikan 
oleh Bapak Nandang yang mana PLKB, Kader Penyuluh, dan mitra harus 
dapat bekerjasama dalam mensosialisasikan program KB nasional dan 
mengembangkan kapasitasnya sebagai penyuluh dengan menggunakan 
strategi yang baru, dikarenakan tingkat kemajuan teknologi yang semakin 
mudah untuk diakses dan tingkat kesadaran penduduk perkotaan tentang 
pentinganya ber KB.  
Dalam pengembangan ini PLKB dan mitra juga dituntut agar dapat 
mengembangkan kemampuannya sebagai PLKB dalam membina memberikan 
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pelayanan kepada peserta KB aktif. Adapun pernyataan yang disampaikan 
oleh salah satu Kader Penyuluh Ibu Eva Neliani, beliau mengatakan : 
“….kami selaku Kader Penyuluh dek waktu perekrutan dulu memang 
sebelumnya  dikasih semacam materi tentang KB yang nantinya 
bakal kami sampaikan ke masyarakat atau ke peserta KB. Jadi, 
pengembangan disinikan diharapkan kami tu bisa mengembangkan 
kembali apo yang kami terima dan menyampaikannya ke masyarakat. 
Tentunya juga kami masih didampingi dan dipantau terus oleh 
pengawas kecamatan….” (Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Pernyataan Ibu Eva tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas PLKB 
dalam proses pengembangan ini diartikan sebagai penilaian kemampuan 
Kader dan mitra secara teknis pada saat di lapangan atau saat berhadapan 
dengan masyarakat. Hal senada pun diungkapkan oleh bidan sebagai mitra 
dalam pelaksanaan Tugas PLKB. Bidan Heni pun menyampaikan 
bahwasanya: 
“….memang kami sebagai mitra ini dari awal pelaksanaan adalah 
bekerjasama dalam mensosialisasikan program KB dengan Kader 
Penyuluh serta PLKB dan harus menciptakan alternatif-alternatif 
yang baik dan baru serta strategi yang bagus….” (Wawancara 
Penulisan, Desember 2013).  
 
Dari pernyataan Bidan Heni tersebut di atas dapat diketahui bahwasanya 
antara PLKB, Kader Penyuluh serta Mitra bekerja secara bersama-sama dalam 
melaksanakan dan mensosialisaikan program KB ke masyarakat, sehingga 
pengembangan program yang berdampak pada masyarakat dapat dirasakan 




5.1.2.5 Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB 
Pada aspek penulisan yang terakhir ini penulis akan mencoba mengupas 
dan menanyakan kebeberapa narasumber tentang adanya evaluasi dan 
pelaporan yang dilakukan PLKB, penulis mencoba menanyakan kepada 
Bapak Nandang selaku PLKB terkait dengan adanya evaluasi dan pelaporan 
yang  dilakukan PLKB. Berikut penjelasan beliau :  
“… setiap bulannya kami harus melakukan evaluasi dan pelaporan, 
itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami selaku PLKB setiap 
bulannya, karena semua itu berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan yang kami hadapi dan kami butuhkan, entah itu dari 
kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau kendala yang terjadi di tengah 
–tengah masyarakat…” (Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PLKB 
setiap bulannya wajib melakukan evaluasi dan pelaporan secara gelobal ke 
kantor badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana 
(BPMPKB). Hal ini dimaksudkan agar Kantor Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dapat 
mengetahui pelaksanaan tugas yang dilakukan penyuluh dan kendala yang 
dihadapi penyuluh dalam melaksanakan perannya dalam mensosialisasikan 
program KB nasional yang menjadi salah satu program yang dibuat dan harus 
dijalankan oleh kantor BPMPKB melalui PLKB. 
Kemudian penulis mencoba menanyakan bentuk laporan yang di 
berikan PLKB, serta kemitraan  setiap bulannya ke Kantor Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), 
Bapak Heru Susanto menerangkan bahwa : 
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“… kami melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang penyuluh 
laksanakan, tentu dengan penyuluhan yang kami lakukan kami akan 
tahu mana peserta KB aktif yang ikut serta dalam mensukseskan 
program KB, hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti 
kegiatan penyuluhan, bentuk laporan yang kami laporkan biasanya 
data jumlah peserta KB yang  mengunakan kondom, pil, atau 
suntik…” (Wawancara Penulisan, Desember 2013). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa bentuk laporan yang 
disampaikan PLKB kepada BPMPKB adalah laporan yang berkaitan dengan 
pelayanan yang diberikan PLKB serta mitra yaitu jumlah peserta KB aktif 
yang ikut serta/berpartisipasi setelah diberikan pemahaman dan pelayanan 
KB, dan laporan persediaan alat kontrasepsi juga vasilitas yang ada harus  
dilaporkan setiap bulannya  hal ini dimaksudkan demi kelancaran PLKB serta 
mitra dalam mensosialisasikan program KB nasional. 
5.2 Pembahasan Hasil Penulisan  
Sesuai dengan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 
untuk mendeskripsikan atau memaparkan hasil penulisan yang penulis dapatkan 
selama di lapangan. Maka dari itu, pada bab ini selain memaparkan hasil wawancara, 
penulis juga menjelaskan tentang informasi yang didapat selama penulisan, yang 
berkaitan dengan aspek penelitian :  
Aspek penelitian yang pertama yaitu rencana pelaksanaan yang dilakukan 
penyuluh sebelum melaksanakan perannya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan 
program KB kepada peserta KB aktif. Diketahui bahwa sebelum melaksanakan suatu 
kegiatan pastilah ada suatu rencana yang harus direncanakan, dalam merencanakan 
kegiatan apa yang akan dilaksanakan nanti maka BPMPKB terutama bidang KB 
94 
 
melakukan rapat koordinasi dengan PLKB untuk membahas rencana kegiatan yang 
akan dilaksanakan PLKB. Pada aspek ini menjelaskan tentang pembahasan yang 
dilakukan dalam perencanaan yang dilakukan BPMPKB yaitu, membahas tentang 
penguasaan/identifikasi potensi wilayah sejak pengumpulan data, penentuan masalah, 
penyusunan jadwal. Penyusunan rencana yang matang memang sangat dibutuhkan 
sebelum melaksanakan kegiatan hal ini demi tercapainya kesuksesan program yang 
akan dilaksanakan. Secara keseluruhan untuk aspek yang pertama ini bahwa rencana 
kerja pelaksanaan tugas penyuluh   telah dirapatkan terlebih dahulu antara BPMPKB 
dan PLKB. 
Aspek penulisan yang kedua ini adalah mengenai pengorganisasian yang 
dilakukan PLKB dalam melaksanakan perannya. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penyuluhan. Dari hasil wawancara 
diketahui bahwa pengorganisasian yang dilakukan dilakukan dengan beberapa tahapan 
yaitu dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, rekrutmen kader, 
mengembangkan kemampuan dan memerankan kader serta mitra. Dalam aspek ini 
dalam pengorganisasian yang dilakukan PLKB semata-mata untuk mempermudah 
PLKB dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh. Tentu tidak memungkinkan 
bagi PLKB yang jumlahnya terbatas akan dapat menjalankan perannya secara optimal, 
itulah didalam  pengorganisasian yang dilakukan PLKB meningkatkan pengetahuan, 
merekrut kader dan bekerja sama dengan kemitraan seperti rumah sakit, puskesmas, 
bidan dan tokoh-tokoh masyarakat. Secara keseluruhan pada aspek ini PLKB berusaha 
mempermudah proses pelaksanaannya sebagai penyuluh dalam mensosialisasikan 
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program KB nasional dengan cara merekrut kader serta menjalin kerja sama dengan 
kemitraan. 
Aspek penulisan yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengelolahan program 
yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB nasional kepada 
masyarakat/peserta KB aktif. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan 
pengembangan yang dilakukan PLKB dalam mensosialisasikan program KB, maka 
penulis melakukan wawancara kepada informan dan hasilnya adalah bahwa dalam 
pelaksanaan yang dilakukan PLKB terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 












Gambar 5.1 : 













Faktor Pemudah adalah faktor yang berhubungan dengan yang namanya 
pengalaman, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki individu atau kelompok 
masyarakat. Karena seseorang tersebut akan mudah dan cepat berubah karena telah ada 
dasar pengetahuan dan pengalaman positif dalam dirinya. Faktor yang kedua adalah 
Faktor pendukung, maksudnya adalah Faktor yang berhubungan dengan dana, sarana, 
dan tenaga yang tersedia. Faktor ini sangat berdampak positif dalam setiap pelaksanaan 
tugas PLKB. bayangkan saja jika tidak adanya tenaga kerja yang tersedia dalam 
penyuluhan maka penyuluhan tersebut tidak akan terlaksana. Sehingga jelas adanya 
Faktor pendukung ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PLKB. untuk Faktor 
yang ketiga yaitu faktor pendorong/penguat. Faktor pendorong/penguat yang dimaksud 
ini adalah pengaruh yang diberikan oleh tokoh agama, Lurah/Kepala Desa, serta Orang 
tua.   Seorang PLKB harus melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat hal ini 
sesuai dengan langkah-langkah PLKB. Jadi, faktor yang ketiga ini juga sangat 
mempengaruhi tingkat keberhasilan yang akan dicapai penyuluh dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai penyuluh serta menjadi strategi penyuluh dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai PLKB.   
Selain dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tugas PLKB, ada juga 
metode-metode dan teknik yang digunakan seorang PLKB.  Adapun metode yang 
dimaksud adalah metode ceramah, demontrasi, dan konseling. Untuk mudah 
memahaminya akan penulis sampaikan grafik gambar metode dan teknik yang 












Gambar 5.2 : 
Motode dan Teknik yang digunakan PLKB 
 
   Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan dan 
pengelolahan program yang dilakukan penyuluh telah sesuai dengan  standar dasar-
dasar metode dan teknik yang telah dipelajari dan berdasarkan rencana yang telah 
dirapatkan bersama sebelumnya, yaitu dengan cara mengunakan metode ceramah, 
demontrasi, serta konseling. Hal ini dilakukan karena dirasa lebih efektif dalam 
penyampaian informasi yang diberikan PLKB dalam mensosialisasikan program KB 
nasional.  
Dari hasil lapangan ditemukan fakta yang berbeda, penyuluh tidak 
melaksanakan tugasnya berdasarkan pelatihan yang didapat, dengan kata lain penyuluh 
tidak menjalankan fungsinya sebagai penyuluh hal ini terlihat bahwa penyuluh tidak 
menjalankan perannya (tidak melaksanakan kegiatan penyuluhan) seharusnya 
penyuluh harus melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berorientasi pada pemberian 
informasi tatacara ber KB dan informasi yang terbaru kepada masyarakat/peserta KB 





aktif. Diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan PLKB tidak hanya menyampaikan 
informasi KB nasional akan tetapi memberikan pelayanan kepada peserta KB aktif. 
Pada aspek ini juga menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya sebagai penyuluh, 
penyuluh melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama 
dengan kemitraan dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh. Hal ini terlihat dari 
keikutsertaan tokoh agama, Lurah, Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan, dan Orang Tua 
yang berbagi informasi kepada peserta KB aktif atau ikut serta dalam mensukseskan 
program KB nasional. 
Aspek yang ke empat adalah pengembangan, untuk mengetahui pengembangan  
teknis yang dilakukan PLKB dalam penyelenggaraan KB nasional, penulis melihat dari 
pemecahan masalah yang dilakukan PLKB terkait dengan pelaksanaan dan kendala 
yang terjadi dilapangan. Dengan kata lain PLKB dituntut agar dapat meningkatkan 
kapasitasnya sebagai penyuluh, hal ini di tinjau dari perkembangan teknologi informasi 
yang semakin maju dan bisa digunakan dalam mensosialisasikan program yang telah 
dibuat bersama tersebut. 
Aspek penulisan yang kelima adalah evaluasi dan pelaporan yang dilakukan 
PLKB  serta mitra, yang dilakukan secara global ke kantor BPMPKB. Dari hasil 
wawancara sebelumnya diketahui bahwa evaluasi dan pelaporan perlu dilakukan oleh 
PLKB untuk itu penulis menerangkan hasil penjelasan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
pasti akan ada evaluasi dan pelaporan hal ini dimaksudkan agar nantinya dengan 
adanya evaluasi dan pelaporan PLKB dapat mencari solusi permasalahan yang ada 
dilapangan secara bersama-sama. Dengan kata lain, dengan  adanya evaluasi dan 
pelaporan BPMPKB, PLKB, serta MITRA dapat mengetahui permasalahan dan kinerja 
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di lapangan. Evaluasi ini diwajibkan bagi setiap PLKB yang bertugas di lapangan 
setiap bulannya dalam rangka mensosialisasikan program KB nasional sehingga 
tercapai kesuksesan dalam pelaksanaanya. Bentuk pelaporan yang diberikan PLKB 
serta MITRA  secara global ke BPMPKB adalah pelaporan pembinanaan yang 
dilakukan PLKB terhadap pasangan usia subur/peserta KB aktif, persediaan alat 
kontrasepsi seperti kondom, pil, dan suntik. Jumlah pelayanan ganti cara, jumlah 






















Berdasarkan hasil penulisan penulis di lapangan dengan judul penulisan 
“Analisis Pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPKB) 
Kota Bengkulu”. Secara umum kesimpulan dari pelaksanaan tugas PLKB, yaitu: 
1. Rencana kerja yang dalam pelaksanaannya telah dibuat dan ditandatangani oleh 
Kepala Badan BPMPKB dan dirapatkan secara bersama oleh bidang KB dan 
PLKB. Perencanaan tugas PLKB dibuat berdasarkan penguasaan identifikasi 
potensi wilayah sejauh pengumpulan data yang dilakukan, penentuan masalah, 
penyusunan rencana kerja, dan penyusunan jadwal. Setalah semua itu selesai 
dirembugkan secara bersama, maka PLKB tinggal menjalankan fungsinya dalam 
mensosialisasikan program yang ada kepada peserta KB aktif. 
2. Pengorganisasian, berdasarkan hasil penulisan diketahui bahwa dalam pelaksanaan 
tugas di lapangan, PLKB membentuk dan merekrut Kader Penyuluh untuk 
membantu PLKB dalam mensosialisasikan program KB ke masyarakat. Selain 
merekrut kader diketahui bahwa dalam pengorganisasian ini PLKB juga 
memperluas pengetahuan dan wawasan yang ada di lapangan. Sebab sebelum 
dijadikan sebagai PLKB, Kader Penyuluh serta Mitra, diberikan semacam materi 
khusu tentang KB sehingga saat berada di lapangan meraka mampu 
menyampaikan program KB tersebut dengan benar dan mudah sehingga 
dimengerti  masyarakat. 
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3. Pelaksanaan  dan pengolahan program. Secara umum tujuan dengan diadakan 
pelaksanaan dan pengolahan program ialah disamping untuk mensosialisasikan 
KB nasional ke peserta KB aktif agar tercapainya kesuksesan  program,  juga 
untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan PLKB  dalam mensosialisasikan 
KB nasional, dan  mampu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di 
lapangan nantinya. Serta  mengetahui perannya dalam melaksanakan tugas sebagai 
PLKB. Dalam pelaksanaanya PLKB menjalankan fungsinya sebagai penyuluh 
dengan mengunakan dasar-dasar dan metode serta teknik yang biasa digunakan 
penyuluh, seperti ceramah, demontrasi, dan konseling. Hal ini dikarenakan dirasa 
lebih efektif bagi penyuluh dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat. 
Dalam pelaksanaan tugas PLKB tidak hanya menjalankan perannya sebagai 
penyuluh akan tetapi PLKB melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan 
kepada peserta KB aktif agar tercapainya kesuksesan program KB nasional. 
Namun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh seringkali kita melihat 
bahwa penyuluh tidak menjalankan tugasnya dilapangan. Hal ini terlihat masih 
banyaknya peserta yang tidak mengetahui tugas fungsi PLKB dilapangan    
4. Pengembangan. Secara teknis PLKB dituntut untuk dapat mengembangkan 
kemampuan dalam mensosialisasikan tugasnya di lapangan. Berdasarkan hasil 
penulisan diketahui bahwa melihat dari hasil pemecahan masalah terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi di lapangan, seorang PLKB dalam 
melaksanakan tugas tidak hanya menggunakan cara atau metode itu-itu saja atau 
dengan kata lain tidak menggunakan cara yang menoton. PLKB selalu melakukan 
cara yang inovatif dan mengembangkan cara sehingga dapat meningkatkan 
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kapasitasnya sebagai penyuluh dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 
Serta tercapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.  
5. Evaluasi dan pelaporan. Secara keseluruhan setiap pelaksanaan tugas pasti akan 
ada laporan dan evaluasi. Berdasarkan hasil penulisan diketahui bahwa evaluasi 
dilakukan untuk mengetahui berbagai macam kekurangan serta kelebihan yang 
terjadi di lapangan. Melalui hasil laporan-laporan yang telah disiapkan oleh PLKB, 
mereka segera mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah serta 
hambatan yang dihadapi dilapangan. Laporan tersebut diterima oleh BPMPKB 
Kota Bengkulu setiap bulan. Jadi, dengan adanya laporan dan evaluasi ini akan 
dijadikan acuan untuk mencari solusi yang lebih baik lagi dalam mensukseskan 
program yang telah dibuat. 
Jadi, dalam pelaksanaan tugas penyuluhan program KB nasional yang 
dilakukan PLKB di Kota Bengkulu sudah dilakukan secara efektif sesuai dengan 
standar pelatihan yang didapat oleh PLKB namun belum maksimal sebab masih 
adanya peserta KB yang belum mengetahui peran dan fungsi PLKB dalam 
mensosialisasikan program KB nasional. 
5.2 Saran  
Berdasarkan hasi kesimpulan dari penulisan di atas maka pada kesempatan ini 
ada saran yang ingin penulis sampaikan agar dalam pelaksanaan tugas PLKB akan 
lebih baik lagi. Diketahui bahwa Fungsi dan peran dari PLKB adalah memberikan 
informasi tentang tata cara ber KB yang benar kepada peserta KB aktif. Karena itu 
maka dalam menjalankan tugas sebagai PLKB dan kemitraanya, hendaknya senantiasa 
bersikap dan bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai PLKB, 
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dan menjalankan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan, Dalam 
mensosialisasikan masalah KB nasional PLKB harus lebih aktif lagi dan dengan cara 
yang lebih inovatif  lagi agar nantinya masyarakat, terutama peserta KB aktif akan 
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